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TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI KELAS C
SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan
perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang
kesehatan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Rumah Sakit
Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh sesuai
Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/168/Kpts/Per-UU/2014
tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Cileungsi Kelas C sebagai Satuan
Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara
Penuh;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
Badan Layanan Umum dapat melakukan kerjasama dengan
pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis
dan menguntungkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan
pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai
Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Secara Penuh;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang .........
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. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

13. Undang-Undang .........
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerabh;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi
Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

21. Peraturan .........
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21.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA UNTUK

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH CILEUNGSI KELAS C SEBAGAI
PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4

. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C, yang
selanjutnya disingkat RSUD Cileungsi adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
Kelas C.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan  kesejahteraan umum dan  mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Pelayanan .........
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Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medis, perawatan,
penunjang medis dan non medis dengan menggunakan bahan atau
alat yang diberikan kepada pasien.

. Kerjasama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Direktur

dengan pihak lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang
menunjang tugas dan fungsi RSUD Cileungsi yang dibuat secara
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pihak Lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, lembaga di dalam
negeri lainnya yang berbadan hukum dan perseorangan.

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi
program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan
Umum Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pedoman kerjasama ini adalah untuk optimalisasi
pelayanan kesehatan dan/atau pemanfaatan aset BLUD.

Tujuan pedoman kerjasama ini adalah:

a.untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Cileungsi dalam
memanfaatkan aset yang ada berdasarkan prinsip efisiensi,
efektivitas, ekonomis dan menguntungkan; dan

b. meningkatkan pendapatan BLUD tanpa mengurangi kualitas
pelayanan kesehatan.

BAB III
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Prinsip Kerjasama
Pasal 3
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD
Cileungsi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a. efisiensi, yaitu pelaksanaan kerjasama dilaksanakan dengan
cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu
atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai
hasil yang maksimal;

b. efektivitas .........



-6-

b. efektivitas, yaitu pelaksanaan kerjasama dilaksanakan dengan
mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal
dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;

c. sinergi, yaitu pelaksanaan kerjasama dilakukan untuk
terwujudnya harmoni diantara para pihak untuk melakukan
kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerjasama harus
dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat;

e. transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam kerja sama;

f. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta
perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan

g. kepastian hukum, yaitu pelaksanaan kerjasama yang dilakukan
dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan
kerja sama.

Bagian Kedua
Bentuk Kerjasama
Pasal 4

Pelaksanaan kerjasama antara RSUD Cileungsi dengan Pihak Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dituangkan dalam bentuk
perjanjian kerjasama.

Pasal 5

(1) Bentuk perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
antara lain:

a. kerjasama operasi;
b. sewa menyewa; dan

c. bentuk kerjasama lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan sesuai usaha yang menunjang tugas dan
fungsi BLUD.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan perjanjian antara BLUD dengan pihak lain,
melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara
bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua
belah pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD
kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang
sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik
sekaligus maupun secara berkala.

(4) Bentuk kerjasama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang
menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi
kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
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Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit
memuat:

subyek kerjasama,;

obyek kerjasama;

ruang lingkup kerjasama,;

hak dan kewajiban para pihak;
jangka waktu kerjasama;
pengakhiran kerjasama;
keadaan memaksa; dan
penyelesaian perselisihan.

FRomoe a0 o

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kerjasama
Pasal 7

RSUD Cileungsi dan pihak lain bertanggung jawab atas pelaksanaan
kerjasama yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Keempat
Hasil Kerjasama
Pasal 8

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan
pendapatan RSUD Cileungsi.

(2) Pendapatan RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran
sesuai RBA.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 9

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam kerjasama, maka diselesaikan
sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam
perjanjian kerjasama.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perubahan Kerjasama
Pasal 10
(1) RSUD Cileungsi dan pihak lain dapat melakukan perubahan atas
ketentuan kerjasama yang telah disepakati.
(2) Mekanisme .........
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(2) Mekanisme perubahan atau ketentuan kerjasama diatur sesuai
kesepakatan masing-masing pihak dalam kerjasama.

(3) Perubahan ketentuan kerjasama dituangkan dalam perjanjian
kerjasama setingkat dengan kerjasama induknya.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Kerjasama
Pasal 11

Kerjasama berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan
dalam perjanjian kerjasama,;

b. tujuan perjanjian kerjasama telah tercapai,

c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian
kerjasama tidak dapat dilaksanakan;

d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan
perjanjian kerjasama;

e. dibuat perjanjian kerjasama baru yang menggantikan perjanjian

kerjasama lama;

muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;

objek perjanjian kerjasama hilang;

5 @

terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah; dan

[y

berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. semua perjanjian kerjasama yang telah ada di RSUD Cileungsi
yang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan masih
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama;

b. perjanjian kerjasama mengenai pengelolaan parkir yang dilakukan
oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pihak lain
masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang
selanjutnya mulai tanggal 1 Januari 2016 perjanjian kerjasama
mengenai pengelolaan parkir dilakukan oleh RSUD Cileungsi
dengan pihak lain yang bersangkutan; dan

c. perjanjian sewa atas tanah dan/atau bangunan pada RSUD
Cileungsi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perjanjian atau adanya kesepakatan pengakhiran perjanjian.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
oleh Direktur RSUD Cileungsi.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Pebruari 2015

Plt. BUPATI BOGOR,
ttd

NURHAYANTI
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 3 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

PERUNDANG-UXDANGAN,

HERISON



